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PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

NOMOR 1 TAHUN 2O1O

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2O1O

DENGAN MHMi:T TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSl DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

a. bahwa untuk memenulr ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali t;rirkhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008, Gubernur mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah untuk dibahas dan disetujui bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang telah memperoleh peisetujuan
bersama sebagaimana dimaksud pada huruf a telah di evaluasi Merrteri
Dalam Negeri pada tanggal 31 Desember 2009 dan telah ditindaklanjuti
Gubernur bersama DPRD Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 14 Januari
'tua',

: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanj,, Daerah Tahun Anggaran 2014;

1. Undang-Undang Nomot l2 Tahun 1985 tentarrg Pajak Bumi dan Bangu,tan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambaitan
Lembaran Negai'a Rep'rblik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana tcrlah
diubah dengan Undang;tlndang Norrror 12 Tahun 1994 (Lembaran Neg;lra
Republik Indonesia [al'lrr 1994 Nomor62, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nor, ror 3569);

2. ltndang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentarrg Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubiik lndonesia Ncmor 3C85)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah aan Ban-gunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 44, Tam6ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomar 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Repr blik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomcr 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik. lndonesia Tahun 20M Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Non,oi i0 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-r lndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomci 53, Tambahan Lembaran Negara Repulllik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AO4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Fengelolaan Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20M Nomor 66, Tambahan
Lembaran l.legara Republik lndonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2004 Nomor 1Q.r$, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah b lberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomoi. 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844,;

undang-undang i,iopror 33 Tahun 2OO4 tentang Perimban(lan
Keuangan antara Pem:rintah Pusat dan Pemerintalt Daerah (Lemba;an
Negara Republi( Inoonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a438);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi

Daerah Khusus lbukota iakarta sebagai lbukota F.legara Kesatuan

Republik lndonesia (Lembaran Negara Republii< lrrdonesia Tahun 2007

Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Notnor
4744)',

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daeratt
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2oo1 Nomor 118'

iambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4138);
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14. peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusl Q3erah
(Tambahan r-uil"ran tleia'a Republik. lp:n:t]?-Tahun 

2001 Nomor

llg,TambahanLembaranNegaraRepub|iklndonesiaNomor4l39);

ls.PeraturanPemerintahNomor24Tahun2oQ4tentangKedudukan
protokoler o"n'i""un;Jan pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah'il"rnt,"r"n.Negara Republili Indonesia Tahun 2004

Nomor 90, 
'f"''nU"n"n 

tembaran Ntga'a 
' 
Repubiik lndgnesta

Nomor 4416) J;fiilna telah beberapa kali {ubah terakhir dengan

peraturan p*r"iiitun Nomor 21 Tahun 2OO7 (Lembaran Negara

Republik rnoon"*i"-ianun zoot Nomor 47, Tambahan Lembaran

f'f"i"tt Republik lndon:sia Nomor 4711);

16.PeraturanPemerintahNomor.23Tahun2005tentangPenge|olaan
Keuangan d;;'Lyanan u*ur (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2005 Nomor 48' Tambahan Lembaran Negara

RePublik Indonesia Nomor aSAA;

lT.PeraturanPemerintahNomor24Tahun2005tentanqstandarAkuntansi
Pemerintahan(Lembaranr'r"g",."'nepublixlndo-nesiaTahun2005
lr;omor +g, ia;u;han Lemb"i"n Negara Republik lndonesia Nomor

4503);

18'PeraturanPemerintahNomor.54Tahun2005tentangPinjamanDaerah
(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahunzoosNomorl36'
TambahanLembaranNegaraxepubliklndonesiaNomor4ST4);

19. Peraturan Pemerintalr Nomor 55 Tahun 2005 tentang Datra

Perimbangan(Lemba.anr.r"s"'"-n"puurir.IndonesiaTahun2005
Nomor 1g7, 'lambalr'ln Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor a575);

20.PeraturanPemerintahNomor56Tahun2005tentangsistemlnforrr.'asi
Keuangan Daerah (Lembaran fi"g"1' n"ou!!!!]fonesia Tahun 2005

Nomorl3S,TambahanLemo"i.iNegaraRepubliklndonesiaNomor
4576);

2.iPeraturanPemerintahNomor5TTahun2005tentangHiball(Lembaran
Nesara R;;tilk -l^co13-ti3-i;; 

2005 \9mor 13e' rambalian

Lembaran NA;;; RepubliK lndonesia Nomor 4577\"

22'PeraturanPemerintahNomorSETahun2005tentangPengelo|aan
Keuangan Daerah (Lernbaran'G"i" C"publik lndonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan tem-baran Negara Republik lndonesia

Nomor 4578);

23. Peraturan Pemerintat Nomor 65 Talru1 2005 tentang Pedoman

PenyusunandanPenlraPan-stanoarPelayananMinimal(Lemba.an
Negara Republik Inoone.sia i;; 2005' Nomor 150' Tambahan

Lembaran N#;; n"i'orix Indonesia Nomor 4585);
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Peraturan Pemerintah Nomor 79 rahun 2oo5 tentang pedoman
Pembinaan dan Pengad/asan penyelenggaraan pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun z00s Nomor 16s,
Tambahan Lembaran l,legara Repubiik Indonesia Nomor 4Sg3);

Peraturan Pemerintah, Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lenrbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609,;

Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2006 tentang pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 20Q9 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2010; .

Peraturan Daerah Nornor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang
Daerah (Lembarari D;?ereth Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta
Tahun 2004 Nomor 72

Peraturan Daerah Non'or 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan
Pimpinan dan Anggo.a Dewan Penvakilan Rakyat Daerah Provinsi
Daerah Khusus lbukota Jakarta (Lembaran Daereh Provinsi Daerah
Khusus lbukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 112);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tanun 20A7 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Pemerintah Provtnsi
Daerah Khusus lbukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Peranglkat
Daerah (Lembaran Daerah Pemerintah Frovinsi Daerah Khusus lbukota
Jakarta Tahun 2008 Nornor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKII.AN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KI-IUSUS IBUKOTA JAKARTA

fian

GUBERNUR PROVINSI DAER,AH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

N4EML,TUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHIJN ANGGARAN 2010,

24.

25.

26.

27.
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30.

31.
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeral" Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut

1. Pendapatarr Daerah Rp :2'2.172-060.000'000'00

2. Belanla Daerah Rp '.!4285.Y7.454.000'00

Surp|us/(Defisit)Tnpe.1i3.287.454.000,00)

3 Pernbiayaan Daerah.

a. 'Penerimaan

b. Pengeluaran

Pembiayaan Netto RP

Sisa Lebih Pembiayaan Anggai'an Tahun Berkenaan Rp

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana climaksud pada ayat (1)

pendapatan .

a. Pajak Daerah sejumlah RP

5. Retribusi Daerah sejumlah RP

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp

se.;umlah

d Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yalrg Sah sejumlah Rp

Rp

Rp

2.500.000.000.000,00

386.712.546.000,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimak ;ud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asl! Daerah sejumlal', Rp 11'924'970'000'000'00

b Dana Perimbangan sejumlah Rp 10'306'090.000.000'00

c Lain- larn Pendapatan Daerah yang l,ah sejumlah Rp 41 .000.00c'000,00

ayat (1) huruf

2.113.287 .454.000,00

c00

huruf a terdiri dari jenis

9.855.150.000.000,00

436.820.000.000 00

212.840.000.000 00

1.320.160.000.00c 00

b terdiri dari jenis
(3) Dana Perimbatigan sebagaimana dimaksud pada

pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak sejumlah

b. Dana Alokasi Umum sejumlah

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah

1 0. 306.090.000.00c,00
0.00

0,00

parJa ayat (1) huruf c tetdiri

41 .000.000.000,00
c,00
0,00

0,00

0,00

Rp

Rp

Rp

a\

(4) Lain-lain Pendapatan Daeraft yang sah r)ebagaimana dimaksud

darijenls PendaPatan

a. Hibah sejumlah

b Dana Darurat sejumlah

c Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah

cj. Dana Penyesuaian dan Otcnomi Khlrsus sejurnlah

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah

Daerah LainnYa sejumlah

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp
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(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud c{alam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah

b. Beianja Langsung sejurnlah

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud

belanla:

a. Belanja Pegawaisejumlah '

b. Belanja Br',nga sejumlah

c. Belanja Subsidi sejumlah

d Belanja Hibah sejumlah

e. Eeranja Bairtuan Sosial sejumlafi

f. Belanja Bagi Hasil sejumlah

g Belanja Bantuan Keuangan sejumlah

h Belanja Tidak Terduga sejumlah

(3) Betanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri darijenis beianja:

a. Belanja Pegawai sejumlah

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah

c. Belanja Modal sejumlah

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

a. Penerimaan sejumlah

b. Pengeluaransejumlah

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri darijenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Anggaran

SebelumnYa. (Sl LPA) sejumiah

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerat Yang

Sejumlah

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumla ;

(3) Pengeiuaran sebagaimana dimaksttd pat'a ayat (1) huruf b terdiri darijenis pembiayaan :

a. PembentuKan Dana Cadangan sejunrlan Rp 0'00

b.PenyertaanModa|(investasi),PemerintahDaerahRp235.000.000.000,00

Rp 8 065.045 962.013,00

Rp 16.220.301.491.987,00

pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

7.5E6.349.508.013,00

9.946.000.000,00
0,00

362.100.000.000 c0

38.040.000.000,00

0,00

1 .350.000.000,00

67.260.454.000.00

Rp 1.368.138.453.733,00

Rp 8.077.1E3.E21 .31 1 ,00

Rp 6774.979.216.943,00

terdiridari :

Rp 2.500.000.000.000,00

Rp 386.712.546.000'00

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

(1)

Rp
Rp

Dipisahkan

2.500.000.000.000,00
0,00

0,00
0,00
0.00

0.c0

Rp 24.712.546.000 00

Rp 127.000.000.000 00

Rp
Rp

Rp
R.p

a\

sejumlah
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah
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Pasal 8

peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung

sejak tanggal 'i ianuariTahun 2010.

Agar setiap orang inengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

ciJngan penempatannya-dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta'

DitetaPkan diJakarta
Pada tanggal 15 Januari 20i0

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
TA JAKARTA,

./ Diundangkan di Jal<arta

Pada tanggal 15 Januari 2010

TAHUN2old\oMoR 1

SCKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

3,

TA JAKARTA,

LEMBARAN D H PROVINSI


